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 ABSTRAK 
 
 
 

: bahwa dalam rangka melakukan penataan organisasi, perbaikan 
tata kerja, pengembangan Sumber Daya Manusia, manajemen 
dukungan teknologi, keterbukaan informasi dan reformasi birokrasi 
di lingkungan KPUKabupaten Lombok Utara; perlu menetapkan 
Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara tentang 
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPUKabupaten 
Lombok Utara Tahun 2017. 
Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok 
Utara adalah :  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 15 
Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan 
Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 
2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 
2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 
Tahun 2015; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah 
dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan 
PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; 
Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 
2016; Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 
1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016. 
Dalam  Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini 
menetapkan tentang : 
Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, 

yang terdiri dari : 

1. Tim Pengarah  

2. Tim Pelaksana 

3. Tim Pendamping 

4. Tim Quick Wins/PMPRB. 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak 
tanggal ditetapkan tanggal 04  Januari 2017. 

- Lampiran 2 Halaman. 
 


